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P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mtr

ححيـــــــــــــم    رر ال حن مم حح رر ال حه للـــــــ ال حم حســــــــــ حب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Mataram yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muhammad Azhari,  SH  bin  Drs.  Arif  Suratman , lahir  di  Mataram,  pada

tanggal  15  November  1990 (umur  29  tahun),  agama

Islam, pendidikan  S1, pekerjaan Karyawan Honorer (Di

Dinas Perumahan) , tempat tinggal di Jalan Batang Hari

I/15,  Lingkungan  Batang  Hari, RT.002 RW.188,

Kelurahan  Tanjung  Karang  Permai,  Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : Pemohon

Melawan

Mintahti Aryulianthi, SE binti Muhammad Yusuf, lahir di  Bima, tanggal 22

Juli 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan S1,

Pekerjaan Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di

Rabangodu selatan, RT. 110. RW, 04, kecamatan Raba,

Kota Bima, sebagai : Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon  dalam surat permohonannya tertanggal

25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram,

Nomor  136/Pdt.G/2019/PA Mtr.  tanggal   27  Februari  2019,  mengemukakan

dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  13  Juli  2018,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima  sebagaimana ternyata

dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/31/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;
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2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di  rumah

orangtua Permohon di Lingkungan Batang Hari, Kelurahan Tanjung Karang

Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram selama 6 Bulan, dan  sampai

sekarang Pemohon tinggal di alamat sebagaimana di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon  dengan Termohon  telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak 

4. Bahwa  sejak  bulan  Agustus  2018  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

Pemohon  dengan Termohon  yang terus menerus dalam rumah tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon selalu menolak ketika Pemohon ingin melakukan hubungan

suami istri dengan berbagai macam alasan;
b. Ucapan Termohon sering menyinggung perasaan Pemohon;
c. Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon

5. Bahwa  pada  bulan  November  tahun  2018 antara  Pemohon  dengan

Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi

kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut

diatas hingga sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun

batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

dipertahankan lagi;  dan karenanya agar  masing-masing pihak tidak lebih

jauh  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian

merupakan  jalan  terakhir  bagi  Pemohon  untuk  menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Mataram  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di

persidangan  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan  dan  tidak

mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan

meskipun telah  di  panggil  oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan  Agama Bima

dengan  relaas  panggilan  Nomor   136/Pdt.G/2019/PA.Mtr,  tanggal  12  Maret

2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya

Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; 

     Bahwa  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah  berusaha

menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun

kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;    

     Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon

yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  Pemohon

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat
 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 527141511900001 an. Muh. Azhari

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 28 Juli 2012 yang

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup,

kemudian ditandai dengan (P.01);
 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/31/VII/2018 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 13 Juli

2018  yang  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);
B. Bukti Saksi

1.  Drs.Arif  Suratman  bin  M.Saleh,  yang  memberikan  keterangan  dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
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 Bahwa saksi  adalah ayah kandung Pemohon dan kenal  pula dengan

Termohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

yang sah, akan tetapi belum di karuniai anak karena qabla al dukhul;

 Bahwa,  setelah  perkawin  dilangsungkan,  Pemohon dengan  Termohon

tinggal bersama saksi di Mataram;

 Bahwa,  saksi  tahu  dan  melihat  sendiri  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  sekitar bulan November 2018, dan kemudian saksi mencoba

menelerai  pertengkaran  itu  dengan  mendudukkan  mereka  berdua,

sehingga  saksi  memperoleh  permasalahan  penyebab  pertengkaran

tersebut  dimana  Termohon  sejak  aqad  perkawinan  dilangsungkan

sampai  dengan  sekarang selalu  menolak  untuk  melakukan  hubungan

suami isteri dengan alasan belum siap dan menunggu proses;

 Bahwa, sekitar 3 hari setelah pertengkaran tersebut, Termohon meminta

ijin kepada saksi sebagai orang tua untuk berangkat ke Bima dengan

alasan dipanggil oleh orangnya dan saksi merestuinya, namun sejak itu

sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan Termohon

tidak pernah kembali ke Mataram dan sulit untuk di hubungi lagi;

 Bahwa, menurut saksi kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk

di rukunkan;  

2. Rahmi Yuniyanti binti Arsyad Umar, yang memberikan keterangan  dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa,  saksi  adalah ibu  kandung  Pemohon dan kenal  pula  dengan

Termohon;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  istri

yang sah, akan tetapi belum di karuniai anak;

 Bahwa,  setelah  perkawin  dilangsungkan,  Pemohon dengan  Termohon

tinggal bersama saksi di Mataram;

 Bahwa,  saksi  tahu  dan  melihat  sendiri  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  sekitar bulan November 2018, dan kemudian saksi mencoba

menanyakan  kepada  Pemohon  dan  Termohon  apa  penyebab

pertengkaran  tersebut,  akhirnya  Pemohon bercerita  dimana  Pemohon
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selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami isteri dengan

Termohon karena Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan

suami isteri dengan alasan belum siap dan menunggu proses;

 Bahwa, sekitar 3 hari setelah pertengkaran tersebut, Termohon meminta

ijin kepada saksi sebagai orang tua untuk berangkat ke Bima dengan

alasan dipanggil oleh orangnya dan saksi merestuinya, namun sejak itu

sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan Termohon

tidak pernah kembali ke Mataram dan sulit untuk di hubungi lagi;

 Bahwa, menurut saksi kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk

di rukunkan;  

Bahwa  atas  pertanyaan  Ketua  Majelis,  Pemohon  membenarkan

keterangan para saksi tersebut; 

Bahwa  setelah  diberi  waktu  secukupnya, pihak  Pemohon  tidak

mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera

diputus; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera

dalam berita  acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut  di atas; 

Menimbang,bahwa karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah di  panggil  secara sah sebagaimana diuraikan di  atas,  maka

kewajiban  hukum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  pasal  154  RBg  yaitu

keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana

ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun  2016   tentang  Mediasi  ,dan  ketidakhadiran  Temohon  tersebut  tidak

disebabkan  oleh  sesuatu  halangan  yang  sah,  maka  Termohon  harus  pula

dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  di  periksa  tanpa  hadirnya  Termohon

sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat   permohonan   Pemohon

tertanggal  25  Februari  2019  dan  terdaftar  pada  tanggal  27  Februari  2019
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sebagaimana  diuraikan  diatas,  Pemohon  telah  mengajukan  permohon  cerai

dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada

tanggal 13 Juli 2018 dan belum  dikaruniai  anak ;

 Bahwa,  sejak  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak  harmonis

sejak  Agustus  2018  karena  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran

disebabkan  Termohon  selalu  menolak  ketika  Pemohon  ingin  melakukan

hubungan suami isteri  dengan berbagai macam alasan;

 Bahwa,  sejak  bulan  November  2018  Termohon  bertengkar  lagi  dengan

penyebab  yang  sama,  sehingga  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon

dan tinggal  bersama orang tuanya di  Bima sampai dengan sekarang dan

sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi

dan Pemohon sudah tidak mencintai lagi Termohon;

            Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Termohon dianggap  membenarkan  dalil-dalil

permohonan Permohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan  dengan pertimbangan diatas  Majlis  Hakim

dapat  mengetengahkan  pula  dalil  Fiqih  dalam  Kitab  Ahkamul  Qur’an  juz  III

halaman  329  yang  selanjutnya  dalil  tersebut  diambil  alih  sebagai  pendapat

Mejelis:

له              حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya:  “Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  Islam  untuk

menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka

ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan

alasan  adanya  percekcokan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  maka

masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-

saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak

untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sesuai  ketentuan  pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 
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Menimbang,  bahwa  pokok  masalah  yang  paling  urgen  dan  signifikan

untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara

Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah

perkawinan Pemohon   dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak

ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai

suami isteri;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  alat  bukti  (P.01)  berupa Surat  Kartu

Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dalil permohonan yang menyatakan

Termohon  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Kebon  Sari  Kecamatan  Ampenan

Kota Mataram dan dalil  tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Agama  Mataram,  sehingga  perkara  ini  secara  relatif  menjadi  kewenangan

Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti  (P.02) berupa Buku Kutipan

Akta Nikah yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya,

ternyata  cocok  dan  sesuai  dengan  aslinya,  yang  isinya  menerangkan  telah

terjadi  peristiwa  hukum  berupa  akad  perkawinan  antara  Pemohon  dan

Termohon  sehingga  bukti  (P.02)   telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang,bahwa  bukti  (P.02)  merupakan  alat  bukti  otentik  karena

dibuat  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  sehingga  mempunyai  kekuatan

pembuktian  yang  mengikat  dan  sempurna  kecuali  ada  bukti  lain  yang

menunjukkan  kepalsuannya ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  (P.02) tersebut, telah terbukti

Pemohon dan Termohon sebagai  suami isteri  yang sah,  sehingga  Pemohon

memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas  yang cukup (legal standing)

untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi  diatas  yang

menyatakan  dimana  Pemohon  dengan  Termohon  bertengkar  dalam  rumah

tangga  disebabkan  Termohon  tidak  mau  berhubungan  suami  isteri  dengan

Pemohon  dan  sejak  bulan  November  2018  Termohon  pergi  meninggalkan
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Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di Bima sampai dengan sekarang

sudah berjalan 5 bulan; 

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan   pertimbangan-pertimbangan

diatas ,  maka Majlis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta

hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon  dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal

13 Juli 2018, dan belum dikaruniai anak karena qabla al dukhul;

2. Bahwa,  sejak  bulan  Agustus  2018  Pemohon  dengan  Termohon  sering

bertengkar  dalam  rumah  tangga  di  sebabkan  Termohon  tidak  mau

melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dengan alasan belum

siap  dan  menunggu  proses,  sehingga  pada  bulan  November  Termoho

meninggalkan Pemohon dan tinggak bersama orang tuanya di Bima sampai

dengan  sekarang  sudah  berjalan  lebih  kurang  5  bulan  secara  terus

menerus;

3.  Bahwa,  sejak  itu  pula  Pemohon  dan  Termohon  tidak  pernah  ada

komunikasi lagi;

             Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dengan

Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga yang berlanjut dengan pisah

tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan secara terus menerus, maka Majelis

Hakim menilai pertengkaran Pemohon denga Termohon adalah pertengkaran

yang sulit untuk di damaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila

perkawinan  mereka   diteruskan,  niscaya  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Jo pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana

Yang  Maha Esa  serta  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah  tidak  tercapai  .  Apabila  memperhatikan  kondisi  riil

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  saat  ini  Majelis  Hakim  menilai

sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih

yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga

sudah tidak ada dan apabila  suasana yang demikian tetap dipertahankan ,

bukannya  kebahagian  yang  akan  didapatkan,  melainkan  penderitaan   batin

yang berkepanjangan,  dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar
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kepada kedua belah pihak  daripada manfaatannya  dan hal itu  harus dihindari,

sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Kaidah  fiqh,  yang  artinya  :  “Menghindari

kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan  yang lebih  maslahat” .

dan dengan dasar itu pula  Majelis Hakim menilai bahwa  perceraian adalah

merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim

memandang  perlu  mengetengahkan  Firman  Allah  yang  terdapat  dalam  Al-

Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷bÎ)ur (#qãBt�tã t,»n=©Ü9$# ¨bÎ*sù ©!$# ìì�Ïÿx� ÒO�Î=tæ ÇËËÐÈ   

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   pertimbangan-pertimbangan  yang

diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa  permohonan

Pemohon   untuk  bercerai  dengan  Termohon  telah  beralasan  hukum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo

pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu   permohonan Pemohon  patut untuk

dikabulkan  dengan  member  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak

satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir

dipersidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya  setelah

dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah,

maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan

pasal 149 ayat (1) R.Bg.

  Menimbang,  bahwa berdasarkan pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009  maka biaya yang timbul  karena perkara ini

dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam

amar putusan ini; 

Mengingat:   Segala  peraturan  Perundang-undang  yang  berlaku  dan  hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak hadir dipersidangan
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Muhammad  Azhari,S.H.  bin  Drs.Arif

Suratman)  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon

(Mintahti  Aryulianthi,S.E.  binti  Muhammad  Yusuf)  didepan  sidang

Pengadilan Agama Mataram;

5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp  276.000,00  (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

pada hari  Kamis, tanggal  4 April 2019 Masehi, bertepatan  dengan 28 Rajab

1440 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muhammad M.H.   sebagai   Ketua      Majelis,

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H dan H.Abidin H.Achmad, SH., masing - masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan mana pada hari  itu  juga  diucapkan  oleh

Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang

terbuka  untuk  umum  dengan  dibantu  oleh   Nurul  Khaerani,S.H.  sebagai

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

    Hakim Anggota                                              Ketua Majeli

         Dra.H. Miftakhul Hadi,S.H,M.H                     Drs.H.Muhammad, M.H

             Hakim Anggota,

         H. Abidin H.Achmad, S.H.                                

                                                                               Panitera Pengganti

                                                                                    

                                                                                 Nurul Khaerani, S.H.

Perincian biaya :
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1. Pendaftaran : Rp.   30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.  180.000,00
4. Redaksi : Rp      10.000,00
5. Materai : Rp        6.000,00

Jumlah : Rp . 276.000,00
            (dua ratus tujuh puluh enam  ribu rupiah)
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